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TENTANG
PENETAPAN LIIN PENYELENGGARAAN

SEROLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) MENTARI
KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang

Mengingat

s il

bahwa dalum rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 avar (1) dan ayar (2),
pasal 3 poin a, pasal 4 poin ¢, pasal 5 ayat (3), dan pasal & Perpturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Keagaomaan Kristen scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menten Apama Republik Indonesio Nomor 27 Tahun 2006
tentang Perubahan Ams Pesaturan Menmen Agama Repubhik Indonesia
Nomeor 7 lahun 2002 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masvarakat Kristen
tentang ljin Penyelenggaman Sekolah Menengah  Teologn  Kristen
(SMTE) Mentari, Kabupaten Tapanuli Uharg, Provins Sumatera Ultarn:
bahwa berdasarkan hasil penilaian lopangan (visitasi ), Sckolah Menengah
leologi kristen (SMTEK) Mentari. Kabupaten Tapanuli Lare, Provins
Sumatera Utara memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis schingga lavek diberikan ijin penvelenggaraan;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, tersebul di mias perlu menstapkan Keputusan Direkiur
Jenderal  Bimbingan Masyarakat Knsten tentang  Penétppan  ljin
Penvelenggaraan Scholah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Mentari.
Kabupaten Tapanuli Utare, Provinsi Sumatera lara:

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 fentang Sistem Pendidikan
MNasional (Tambaban Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
43001k

Peraturan Pemerintah Nomor 353 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamsan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Faown 2007 Nomor 124). Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4764 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 enteng Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabwn 2013
Nomor 45, Fambahan Lembaran Nepora Republik Indoncsia ?'-.iqmmrf
3670
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Peraturan  Pemerintah Momor 48 Tahun 2008 temang Pendanaan
Pendidikan {Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor
%1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Mo.74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 200 7 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6058):

Peraturan Pemerintah MNomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penvelenpearman  Pendidikan (Lembaran Nepara  Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 510353

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor B);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementenan Agama,
i Lembaran Mepgara RE Tahun 2013 Namor 1oR):

Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2018 temang Standar Pelayanan
Minimal, (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahen 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Megara BRI Nomor 6178);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomar 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar’ Madresah [htidaiyah
(SIVMI),  Sekolah Menengah Pertama’  Madrasah  Tsanawivih
(SMPMTs), Sckolah Menengah Atas’ Madrasah Alivah (SMAMA),
Sekolah Menengah Kejurvan (SMK ). Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ( SMPLB) dan Sekolah Menengah
Atas Luoar biasa (SMALBY

Peraturan Menter Pendidikan Nasional B1 Romaor 69 Tahun 2009 ientang
standar Biaya Operasi Nonpersonalia |ahun 2009 untuk Sekolah Dasar!
Madrasah Ibtdaivah (SDYML), Sekolah Menengah Pertama’ Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sckelah Menengah Atas/ Madrasah Alivah
(SMAMA). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolsh Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan
Sekolah Menengah Atas Luar biasa (SMALB);

Peraturan Menten Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 wentang Pengelelsan
Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor
S90);

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan BRI Nomeor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomaor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelavanan Minimal Pendidikan Dasar dan
Menenpah di Kabupaten'Kota (Berita Negars BRI Tahun 2003 Nomor 464§ f
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Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan BRI Momor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendiran. Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Drasar dan Menengah (Berita Negara RT Tabun 2014 Nomor 60T,

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan BRI Nomor 20 Tahun 2016
tentang Standar Kompetensi Lulesan Pendidikan Dasar dan Menengah
( Berita Mepara BRI Tahun 2016 Nomor 953 );

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan BRI Nomor 21 Tahun 2016
tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI
Tahom 2016 Momor 954

Peraturan Memen Pendidikan dan Kebudavaan Rl Nomor 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Rl
Tahun 2016 Nomaor 955 )

Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan BT Nomaor 23 Tahun 2016
tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara BRI Tahun 2016 Nomor
B8O

Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudavaan R1 Nomor 24 Tahun 2016
temtang Kompetensi Int dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum
2013 (Berita Negara R1 Tahun 2016 Nomor 971 )

Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Keapamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);

Peraturan Menteri Agama Rl Nomeor 42 Tahun 2016 1entang Organisasi
dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara BI Tahun 2016 Nomor
495).

Surat  Ketva  Yayasan  Metanois Tapanuli Utara  Nomor:
O 1Y PMAXZ2009 1anggal 2 September 2019 entang Permohonan [jin
Operasional SMTE Mentari.

Surat Rekomendasi dari Kemenag B] Kanwil Provinsi Sumatera [tara
nomor § B-1755/Kw.027/PP.00/05/2019 tanggal 20 Mei 2019

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENETAPAN LN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI
KRISTEN (SMTK) MENTARI KABUPATEN TAPANULI UTARA,
FROVINSI SUMATERA UTARA.

Menetapkan ljin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen
(SMTK) Mentari, Kabupaten Tapanuli Uara, Provinsi Sumatera Utara. r
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Dengan ditetapkannya ljin Penyelenggaraan ini. Sekolah Menengah
Teologi Kristen (SMTK) Mentari, Kabupaten Tapanuli Utara, Provins
Sumatera Utara hares memperhatikan dan meleksanakan  peraturan
perundang-undangan tenang penyelenggaraan Pendidikan.

ljin Penyelenggaraan Sckolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)
Mentari, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Urara berlaku 2
(dua) tahun, terhitung sejak ditetapkan keputusan ini dan Perpanjangan
liin Penyelenggaraan dapat ditelspkan kemudian jika telah memenuhi
peravaratan.

Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Mentari, Kabupaten
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utars wajib membust laporan secara
tertulis tentang keadaan dan perkembangannya dan disampaikan kepada
Direktur Jenderal Bimbingan Muasyoararakal krsten Kementenan Agama
di Jakarta setinp akhir semester,

Asli Keputusan ini diberikan pada Sekelah Menengah Teologi Krsten
(SMTEK) Mentari, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinst Sumatera tara,
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan i akan
difakukan perbaikan schagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jakaria
ada tanggal, 21 Januari 2020




